SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN
MEREK DI INDONESIA

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS A
SURABAYA

OLEH :

GUN _GUN GUMILAR
NIM : 030014987

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005



https://core.ac.uk/display/225501041?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN
MEREK DI INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

Dosen Pembjmbing Penyusun
Mas Rahmah, S.H., M.H. Gun_Gun Gumilar
NIP : 132205658 NIM : 030014987
MILIK
PERPUSTAKAAN
FPRE<17A8 AIRLANGOA
RABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

SKRIPSI



SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1.a. Pengaturan tentang pendaftaran merek yang cilandasi itikad baik tidak secara

eksplisit terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 1961. Istilah itikad baik awal
mulanya timbul dalam praktek melalui putusan Mahkamah Agung,
Penerapannya terletak pada kata “pemakai pertama” yang diartikan sebagai
“pemakai pertama yang beritikad baik”. Penafsiran ini tclah memberikan
perlindungan hukum terhadap pemilik merek sebenaniya. Karena meskipun
UU hanya mcnsyar#ﬂcan pemakai pertama mer.2k i Indonesia-lah yang akan
dilindungi, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa pemakai pertama
merek di Indonesia tersebut punya itikad baik dalam menggunakan

mereknya.

. Pengaturan tentang itikad baik dalam pendattaren merek, baru ada sejak

diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana dirubah UU
Nomor 14 Tahun 1997 serta UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
istilah itikad baik sudah secara eksplisit terzantum di salah satu pasalnya
sebagai salah satu syarat pendaftaran merek. Schin;’ga\ Cirjen HKI dapat
bersifat aktii menolak pendaftaran merek y'ang o’xiajukan pemohon pada saat
ada indikasi bahwa pemohon yang bersangkutan punya itikad baik dalam
mendaftarkan mereknya.
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Dalam upafa pemulihan merek, banyak langkah hukum yang dapat
dilakukan pemegang hak merek atas pemakaian yang tidak berhak oleh
pihak yang beﬁtikad tidak baik. Mulai dari keberatan, upaya perdata berupa
Permohonan Penetapan Sementara kPengadilml, gugatan pembatalan
pendaftaran merek, gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga, kasasi dan
peninjauan kembali, sampai upaya pidana, disamping upaya non litigasi

berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Saran

1.

Sebagai lembaga yang mengurus pendaftaran dan administrasi ‘merek,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjeri HKI) hendaknya
dapat lebih aktif menolak pendaftaran merek apabila pemohén secara
terang-terangan beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya,
sehingga Dirjen HKI benar-benar berfungsi sebagai filterisasi untuk
meminimalisir seﬂgketa yang berakhir di pengadilan. Untuk dapat bersikap
aktif menolak pendaftaran pemohon yang tidak berhak, sistem inforimasi
yang dimiliki harus baik, penyimpanan dokumen pendaftar merek pertama
kali harus efektif, sehingga pemeriksa merek dapat lebih mﬁdah
membandingkan antara merek yang telah terdaftar pertama dengan yang
baru mésuk proses pendafiaran.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia memikiran perlindungan terhadap
display grafis atau tulisan dalam kemasan untuk merek barang. Karena

ternyata masih ada pihak yang memanfaatkan kelemahan UU Merek Nomor






